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BUPAT'I HADUNG 
PROVINSI BAL.I 

PRATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 3 TAITUN 2022 

TFNTANG 

PENY ELENGGARAAN PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG. 

a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor 
pcnggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi 
ekonomi sccara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil, guna 
memenuhi hak dan kebutuhan dasar sctiap orang dalar 
rengks mcnsejahterakan kehidupan mnasyarakat 
bcrlandaskan f alsafah Tri IIita Karana; 

b. hahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, 
kcpastian berusaha, keamaran berusaha secara 
herkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah, 
Pennnam Modal den masyarakat dalam kegiatan Penanaman 
Modal di Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimne dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman 
Modal; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Dacrah-Dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Darnt dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesin 
Tahun1958 Noror 122, Tamhahan Lemharan Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200'7 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, 'Tambahen Lembaran Ncgara Republik Indonesia 
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dcngan Undang­ 
Undang Nomor 11 'Tahun 22020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2020 Noror 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia 
Nomor 6573); 
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4. Undung Undang I2 Tahun 2011 tentang Pemhcntukan 
Feraturan Perundang-undangan (Lombnran Negara cpubhk 
Indonesia Tahun '2011 Nomor 82, 'Tambahan Iwmbaran 
Negara Republik Indonesin Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah dcngan Undang-Undang 15 'lahun 2019 ten1an 
Perubahan Atas Undang Undang 1 Tnhn 011 tentang 
l'erubcntukan I'vvattran Pernndang-nndnngnn (Lcmhnrnm 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesiu Nomor 
6.398); 

s. Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Imdoresin 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sclagaimana tclah diubal 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor IH 
Tahun 2020 tentang Cipta Kcrja (Lmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 45, 'Tambaha 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 'Tahun 2019 tenlar 
Pemberian Insentif dan Kcmudahan Invcstasi di Dacrah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 NomO 
63, Tambahan Lembaran Ncara Rcpublik Indoncsia Nomor 
6330); 

7. Praturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lidang 
Usaha Pcnanaman Modal (Lrmbaran Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 2(21 Nomor 61) sebagaimana tclah diubah 
deny;n Peraturnn Presider Noor 49 Tahun 2021 tentnng 
Perubahan Ala Peraluran Prcsidcn Nomor 10 'Tahun 22021 
tcntang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lemburan Negr 
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor I28); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Bcrita Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 754) 

9. Peratuuran Menteri Dalam Negeri Nornor 8( 'Thun 22015 
tentang Pembentukan Produk Hukur Daerah (Berita Neyara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana 
telah diubah dcngan Poraturan Menteri Lalam Negeri Nornor 
120 Tahun 2018 tcntang Porubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentarg Pembentukar 
Produk Hukum Dacrah (crita Negara Republil Indonesin 
Tahun 2018 Nomor I57); 

Dcngan Porsctujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAII KABUDATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 

MEMUTUSKAN: 

Mnctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENANAMAN MODAL. 

PENYELENGGARAAN 
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3AB I 
KE'TENTUAN MUM 

asl 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimnksud dongan : 
1. Daerah adalh Kbupauten Ladumn. 
2. l'emerintah Daerah adalah Pemerintnh Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 
1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkut 

DPRI adalah Dewan erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Badung. 

5, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu upati dar 
Dewan lerwakilan Rakyat Daerah dalam penyelcnggaraan 
rusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah. 

6. l'enanaman Molal adalah scgala bentuk kegiatan rwnenam 
modal, bail olch penanam modal dalam negeri maupun 
pcnanam model asing untuk mclakukan usaha di wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

'. Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah kegintan 
menanum modal di Daerah yang meliputi hak, kewajiban 
dan tanggung jawab enanam Modal, perherian inscntif, 
pemberian kernudahan enunaman Modal, dan aral 
kebijkan lenanaman Madal serta Investni Pemcrintah 
Daerah scsuai kewenangan urusan pcmerintahan di 
Dacrah. 

8. Penanam Modal adalah perscorangaun alau badan usaha 
yang melakukan Pcnanaman Modal yang udpat berupa 
penanam modal dalam ncgcri atau penanam modal asing. 

9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 
bukan nan yang dimiliki oleh Penanam Modal yang 
mcmpunyai nilai ckonomis, 

10. Fromosi Penanaman Modal adalah segala bentuk 
kuunikasi yang dlgunakan untuk menginformasikan, 
damn/atau meyakinkan tcentang potensi dan peluang serta 
ikli lenanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik 
di dalam muupun luar ncgeri, 

11. Pcrizinan Berusala adalah legalitas yang diberikan kcpada 
Pelaku Usaha untuk mcmulai dan menjalankan usaha 
dan/atau kegiutnnny. 

I. Pcngendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan 
Fengawasan terhadap enmnam Modal yang telah 
mcndapatkun Perizinan Derusahn a@r pukksaunaan 
Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundany;­ 
undangan. 

13. Pernantauan adalah kegiatan yang 
mengumpulkan, mengevaluasi, dan 
pcrkembangn realisasi Penenaman 
perwakilan. 

14, Pembinaan aduluh kegiatan yang dilakukan untuk 
memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanan 
Penanaman Modal serta memfasilitasi penyclcsaian 
permasalahan dalam rangka pelaksanaan kcgiatan 
Penanaman Modal. 
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15, Pengawasan adalah upaya atau keintnn yang dilakukan 
guna memeriksa pcrkerbanan pclaksanaan Penannmar 
Modal, mencegah dan/atau mergurangi torjadinya 
penyimpangan terhadap ketentuan pclaksanaan I'enanaman 
Modal, termasuk penggunaan tasilitas Penanaman Modal. 

16. Inveatnai Pomcrintah Dacrah adalah penempatn st:jurlal 
dam dun/atau barang milik Daerah olch Pemerintah Daerah 
dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat 
berherga dan investasi langsung, yang mampu 
tu:ngemnbaliknn nilai pokok ditnmbah dongan manlnnt 
ekonomi, sosial, dan/tau manfaat lainnya dalarn jangka 
waktu tertentu. 

17. Pcngclola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya discbut 
Pengclola Investasi adalah pcjabat pengelola keuangan 
Dacrah selaku bendahara umum Daerah. 

18. Penasihnt Investasl adalah tennga profeslonal dam 
independen yang mcmberl nasihat kepada emerintah 
Daerah mengenai pclaksanaan Investasi Pcmrintah Daerah. 

19. Divcstasi adalah pcnjualan surat bcrharga dan/atau 
kepemiliknn Pemerintah Dnerah baik sebagian ntau 
kcscluruhan kepndn pihak lain. 

20. Pcrjanjian Investasi adalh kescpakatan tertulis dalam 
runyka investasi surat berharga dan investnsi lengsung 
antara Peerintuh Dacrah dengan pemerintah daeruh 
lainnya, badan usaha dan masyarukat. 

21. Pclaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usahe 
yang melakukan usaha dan/ntau kegiatan pada bidang 
tcrtentu, 

29. Kopcrasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan 
kegiatannya bcrdasarkan prinsip Koperasi sekaligus schagai 
peralan ckonomi rakyat yang berdasar atuy esas 
kekeluargaan. 

23. Uaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangen 
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
usaha mikro acsuai ketcntuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

24. Usaha Kecil adalah usaha ckonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan olch orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan ank perusehaan atau buknn 
cnbang perusahaan yang dimiliki, dikuaau, atau menjadi 
bagian baik lungsung maupun tidak lanpsung dari usaha 
mnencnh tau usaha bear yan, wmwmhi kriteria usaha 
kccil scsuai ketentuan Feraturan Pcrundung-undangan. 

25. Uaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
bcrdiri enditi, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usahu yang bukan merupakan anak pcrusahaan atau 
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau mnenjadi 
bagian bnik langsung maupun tidnak langsung Usaha Kecil 
atau usah& Lesar yang memenuhi lritcria Us&ha Menengah 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
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26, Usha Rear ndalah uuha ekonomi produktif yang 
hlkukan oleh badan usahn dengan jumlah kekayan beraih 
atau hsil penjualan Lhunan lebih bcsar «dnri Usaha 
Menenguh, yang mcliputi usaha nasional milik negara atau 
swasta, usaha petunyan, dan usaha asing yang melakukan 
kegistan konomi di Indonesia. 

7. Pemberian Insentif adalah dukunyan dari Femerintah 
Dnernh kepada Penannm Modal dalam ranpka mendorong 
peningketun Penanaman Modal di Daerah. 

28. Pemberian Kerudahan adalah penyediaan fesilits dari 
P'emerintah Dacruh kepada Penanam Modal untuk 
mempcrmudnh setiap kepiatnn Penanrn Mdnl dalrn 
rangkn rendorong peningkatan Penanamun Modal di 
Lacrah, 

29. Rencana Umum Penunumnn Modal yang sclanjutnya 
disingkat RUPM dalah dokumen perencanaan Penanarar 
Modal jangka waktu panjang. 

30. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang 
selanjutnya disingkut RUPMK adalnh dokurun perencannnn 
Penunuman Modal jangka waktu panjang yang ditetapkan 
oleh Bupati. 

Pasal 2 

Pensnaman Modal diselenggarekan berdasarkan asas: 
u. Kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitns; 
d. pcrlakuan yang sama dan tidak mernledakan asal negara; 
e. kcbersaman; 
f. efiaienai berkeadilaun; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungeuI, 
i. kemandirinn; 
j. kescimbangan kerajuan dan kosntunn ekonui Dacrah; dnm 
k. keariln lokal. 

Pasal .3 

Tjun Pennnaman Modal wntuk : 
a. meningkatkan pcrtumbuhuu ekouuml Daerah; 
b. meninglatkan keejahterann maayurakal; 
c. menciptakan lapangan kerja; 
d. meningkatkan pcmbangunan ekonomi berkelanjutan; 
e. rneningkatkan kemurpuan daya seing dunia usaha Daerah; 
f. meningkatkan kapnsitns dan kcmampuan teknologi Daerah; 
g. mendorong pongembungun ekonomi kernkyulu; 
h. mendorong kemitraan usaha antara Ugahn Mikro, Usaha 

Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usnhn 
Besar; dan 

i. mengolah ekonomi potcnsial renjadi kckuatan ekonomi riil 
dengan menggunaken dana yang berasal baik dari dalam 
negeri maupun dari luar negeri. 

d 
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Panal 4 

Ruang lingkup Penyclcnggarann Penanaman Modal mcliputi: 
n. kewennngan urusan pemerintahan bidang Pennaman 

Modal; 
h. hak, kewajibun dan tanggung iawab Penanam Modal; 
e:. lerberian Insentif damn Iemherian Kernudahan I'err4rrr 

Modal; 
d. arah kebijakan lenanam Modal; dun 
e. Investasi Pemerintah Daerah. 

BAB IL 
KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PENANAMAN MODAL 

Baian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, tcrdiri dari: 
a. pengcmbngan iklim Penanaman Modal; 
h. Promosi Penanaman Modal; 
c:. pelayanan lenararan Modal; dar 
d. Pengenudlin pelkaxuan lenneuran Modal. 

Bagian Kedua 
Pengembnngnn Tklim Pennnnman Modnl 

Pasal 6 

(I) Pengembangan lkllm Penanan Modal scbagaimana 
dirksud dalar Paal 5 hurul a, dilaksanakan re:lalui: 
n. pengembangan potensi dnn pelunng Pennnaman Modal; 

dan 
b, pemberdayaan usaha, 

(2) Pengembangan potensi dan peluang Fenanaman Modal 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, mellputl : 
a, idcntifikasi potcnsi Penanamen Modal di Dacrah; 
b. peretaan pelung Penanaran Madal di Daerah; 
c. pundokurcntaeiaun hail punctu pclung Pcnanamen 

Modal di Dnorah; dnn 
d. pong1ngghan pondokumontastnn In31l pcm1ctn1 

peluang Penanaman Modal ke dalarn sisterrt inforrnasi 
potensi investasi Dacrah. 

(3) Pemberdayaan usaha sebagairman dirk8ud pda ayal (l) 
huruf b, meliputi: 
a, fasilitasi pclakannnnn pembinnnn mnnnjemen usnhn 

kepada Ugaha Milro, Usahn Kecil dnn Koperasi terknit 
pemberdayaan Penanaman Modal; 

b. fasilitsi pelksanen kernitraan usaha antara Usaha 
Mikro, Usaha Kccil dan Koperasi dengan Usaha 
Mencngah dan Usaha Besar; dan 

c. fnsilitnsi poningkntnn knpnsitns Ueahu Mikro, Uuahu 
Kecil dan Koperasi torkait Penanaman Modal. 
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(4) Tata cara kegIatan pengembangan iklim rnnnnmnn Mlnl 
ebaauirnaunr diuakud pad ayat (1) dilaksanakan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Baian Ketin 
Prurosi Penantan Modal 

asal 7 

(1) Promosi Penanaman Modal scbagaimans dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan di dalam negeri 
dan/atau di luar negeri. 

(2) Promosi Penanaman Modal scbagaimana dimaksud pada 
ayat (l) meliputi: 
a. penerimaan kunjungan delegasi Pcnanam Modal dari 

dalam dan/atau luar negeri; 

b. pengcmbangan stratcgi Promosi Penanaman Modal dan 
analisis sektor; 

c. penyebaran informasi Pennnamnn Modal melnlui 
penyelenggaraan/mcngikuti forum bisnis, pameran, 
media serta talkshou; dan/atau 

d. penyelenggaraan/mengikuti workshop peningkatan 
kemumpuan Aparatur Sipil Negara. 

(3) Tata cara kcgiatan Promosi Pcnanaman Modal scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai kerentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelayanan Penanaman Modal 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebaaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf , dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemcrintahan bidang Penanaman Modal. 

(2) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana 
dimnksud pndn nynt (l) dilnksunnknn berdnsnrknn 
pendelegasian pclayanan Ponanaman Modal dari Hupati 
lccpada Kcpala Peranglut Dacral ycng mcnyclcngsoralan 
urusan pemerintahan bidang Pcnanaman Modal, 

(33) Pelayanan Penanaman Modal sebagimana dirnaksud pad 
ayat (2) yaitu pelayanan Perizinan Berusaha berbasis 
risiko. 

(4) Tata cara kcgiatan Pelayanan Ponanaman Modal 
sebagaimnana dimaksud pala ayat (1) dilaksanakan acsuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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begin clime 
enpendnln elkcsnnnnn ennnnmnn Modal 

Pasal 9 

Pengendalian pclaksanaan Penanaman Modnl sebngaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan mclalui: 
t. UCIHIAIAGUUIHI, 
b, pembinaan; dan 
c. pengawasan. 

Pasal 10 

(1) Kegiatan Femuntauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf e, dileksen&ken terhedep Penneran Modal sejak 
mcndapatkan Perizinan Bcrusaha. 

(2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan untuk mengerahui pcrkcmbangan rcalisasi 
Penaraan Modal dar perrasalaha yan dihadapi lel 
Pelaku Usaha, 

(3) Kegiatan Pemantauan terhadap Penanaman Modal 
sebagirnana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui: 
a. kompilasi; 
b, verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan Penanaman 

Modal; dan/atau 
c, surnber informnasi lainnya. 

Pasal 11 

Kegiatan Pembinaan sebagaimana diraksud dalam Pasal 9 
huruf b dilaksunakan mnelalui: 
a. sosialisasi, workshop, bimbingan tcknis, atau dialog 

investasi rnergenai ketentuan pelaksanaan lennIar 
Modal sccara berkala; 

b. pemberian konsultasi pengendalian pclaksanaan 
Penanaman Modal; 

c. fasililasi penyelesaian perrnasalaban yang dihadapi Pelaku 
Usaha; 

d. fasilitasi perccpatan realisasi investasi proyek berupa 
kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau 

e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional 
yang sudah memiliki Perizinan Berusaha. 

(1) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh 
Perangkat Daerah sesuai kewenungannya, 

(2) Bupati membentuk tim koordinasi pelakanaan Pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

l- 
Dipindai dengan CamScanner 



9 

Passl 13 

Kcgiutan Pengawasan sebagaimana dimukssud dalam Pasal ' 
huruf c dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai 
tindak lanjut dari: 
a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal: 
b. adanya indikasi atu bukti nwal penyumpangen &ts 

etentusn pelnksanaan Penanaman Modal atau tidak 
dipenuhinva kewajiban dan tanggungjawab; atau 

c. proses penyenaan dan pencabutan sanksi. 

Pasnl 14 

(1) Pelaksanaan kgistan Fengawasan scbggaimna dimaksud 
delam Fasal 13 dapat dilakuksn dengan 
a. pendsmpingen oleh instansi pemerintah terkait yang 

berwenang; dan/atau 
b. bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikat 

kcahlisn dibidang Pengawassn sesuai dengan bidang 

yang diperlukan. 

(2) Bupati membentuk tir kordinasi pelksanuan Pengawasan 
scbagaimann dimaksud pads ayat (l) yang ditctapken 
dengan Kepurusnn Bupati. 

Pasal 15 

Tata cars Pcngendalian pelaksanaan Penanaman Modal 
sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 9 dilakszakan scsuai 
ketentuan Peraturan Perundang-unulngam. 

BAB Ill 
HAK, KEWAJIAN DAN TANGGUNGJAWAB 

PENANAM MODAL 

Bagian Kesatu 
Iak Penanam Modsl 

Pasl 16 

Setip Penanam Modal berhak mendapat: 
a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; 
b, informasi yang terbuka mengenai bidsng usaha yang 

dijnlankxannya; 
c. hak pelaynan; dan 
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai kctontuan 

Pcaturen Perundang-undangan. 

Bagian Kcdun 
Kewajlban Penanam Modal 

Pasal 17 

Setiap Penanam Modal berkewajiban: 
a, mcncrapken prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
b, mclaksanaken tanggung jawab sosial pcrusahaan; 
c. membuat laporan kegintnn Penanaman Modal dan 

menyampaikannya kepada lcmbaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pcnanaman Modal; A 
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d. menghorati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi 
keyiatan usaha Penanaman Modal; dan 

c. memutuhi semua ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Bagian Kctiga 
Tanggung Jawab Penanam Modal 

Pasal 18 
Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: 
a. menjamin terscdianya Modal yang berasal dari sumber 

yang lidak herterlangan dcngan ketentuan Peraturan 
Pcerundang-undangan; 

b. mcnanggung dan menyclcsaikun segala kewnjiban dan 
kerugian jika Penanam Modal merghentikan atau 
meninggalkan atau menelantarkan kcgiatan usahanya 
secara sepihak sesuai ketcntuan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

c, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah 
praktik monopoli dan hal lnin yang merugikun negnra; 

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
e. menciptakan kesclamatan, keschatan, kenyamanan dar 

kcscjahteraan pckcrja; dan 
f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang­ 

undangan. 

DAD IV 
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMB3ERIAN KEMUDAHAN 

PENANAMAN MODAL 

Pasal 19 

(1) Pererintah Daerah dapat memberikan insentif clan 
kemudahan kepada enamam Modal di Daerah. 

(2) Perberian Insentif du Pemberian Kmudahan kepada 
Penanam Modal di Daerah sebageirnana diraksud pala ayat 
(1) diberikan sesuai denan kemampuan keuangan Dacrah 
dan kctentuan Praturan Perundang undangan. 

() Ketantuan mengenai Pemberian Insentif dan Pernberin 
Kcmudehn Pcnenaman Modal di nrnh aebagaimana 
dimuksud puda uyat (2) diatur lebih lanjut dengan Poraturan 
Bupati. 

BAB V 
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

Pasal 20 

(1) Pcnyclcnggaraan Penanarun Modal di Laerah mengacu 
pada arah perencanaan Penanaman Modal RUPM dan RUPM 
Provinsi serta memprioritaskan pengembangn patensi 
Daerah. 

(2) Penyclcnggaraan Pennnnmnn Modal di Daerah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disusun dalam RUI'MK. 

l 
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(3) rah kcbl]akn Penman Modal dalum RUJPM cliputi; 
a. perbaiknn iklim enuaman Modul 
b. persbaran Pean Modnl; 
c. lok pcngembanan pangan, infatrktr du cnergl, 
d. ennnrnnn Modal yan herkclanjutan; 
e. kemucdnhan, pelindunpmn dan pemberdnypar 

Kopera3l du Ueaha Milo, Kcetl dn Mrengah; 
f, pembcrin failitas, kemudahan, dan/:tau mrenil 

Penanamun Modal; dnt 
g. romosi Penanaman Modal. 

(4) Penyelenpgrann urusan pemcrintahan bidan lenanaman 
Modal di Dacrah &ebnuimana dimakeud dalnm Pa?ad S 
berpedomnn pada RUPMK. 

BAI VI 
INVESTASI P'EMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesalu 
Umum 

Pasal 21 

(I) Buputi memiliki kewenangan dalam pengclolaan Investasi 
Pemerintah Daerah. 

(2) Kewenanan pengclolaan Investnsi Pcmcrintah Iaernh 
se:bagaimana dimaksud pada avat (I) melipuli: 
n. rogulasi; 
b. operasion&l; dar 
c. supervisi, 

(3) Pengelolaan Investasi cmcrintah Daernh scbagaimana 
dimaksud pada ayut (1) dilaksanakan olch Pengclola 
Investsi. 

(1) Kewenangan pengelolaan Investasi Pererintah Dacrah 
sebagaiman dimaksud pada aynt (2) dilaksurakan sesuni 
ketentuan Peraluran Perundang-undangan. 

(5) Pengelolaan Investasi Pererintah Dacrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) mcliputi: 
• perenennan invetauei; 
b, peluksanann investai; 
c. pengang@ran, plaksanaan anggaran, pertuahaaun 

unygaran dnn portangg;ungjawaban Invetnni Pcmorintad 
Daerah; 

d. Divesrnai; den 
e. Pengawaoan. 

Pasal 22 

Investasi Pemerintah Duerah scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 yat (5) dapat dilnlcnnnakan dalam hal: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipcrkirakan 

surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan 
Dacrah tentang Anggaran Pcndapatan dan Belnja Darrah; 

b. 'Terdapat barang milik Iaerah yang tidak digunakan dalam 
penyelenggaraan Pemerintaha Laerah yang ditetapkan oleh 
Bnpati 
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Bagi Kedua 
Perencnnnnn Invetaei 

Pasal 23 

(1) Pengelola Investasi mcnyusun anulisis Invest2si Pemerintah 
Daeruh sebeluru melakukan investasi. 

() nnlisis Investasi Pererinthi Lacrah sehngimnnn 
dimaksud padn nyat (1) dilakukan olch penaschat Invstasi 
Pererintah Daerah. 

(3) Penaschat Invcstasi Pemerintah Daerah scbagaimana 
dimnaksud pad ayat (2) ditc:tapkan olch Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Invostasi 

Pasal 24 

(1) Pelakannnnn Inventnsi Pemerintah Daerah scbagaimana 
diraksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b, dilaksanakan 
olch Pcngclola Investesi dan dapat dilimpahkan 
pelaksanaannya kcpada Badan Usaha Milk Daerah. 

(2) Pembentukan Badan Jal Milik Dncrnh acbngaimann 
limaksud pada ayat (I) scsuai ketentuan Peraturn 
Pcrundang-undnngnn. 

(3) Pclaksanaan Investasi Pererintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dituangkan dalam perjanjian 
lnvcstasi antara Pcngclola Invcstnsi dengan pihak keuiga. 

(1) Perjnnjinn Investasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) 
dilapurken kcpada Bupatl. 

Fasal 25 

(1) Pengeloln Investnsi sebagaimana dimnaksud dalam Passl 24 
aynt (l) mnenyusun laporn keyilan Investasi emerintnh 
Daerah. 

(2) Lnporan kegiatan Investasi Pemerlntah Laerah scbagaimnnn 
dimaksud pndn ayat (I) paling sedikit mcmuat : 
u. luporan posi8i portofolio Invcstasi; dan 
b. laporan hasil Invcstasi. 

(3) Lpor'an kcglatan Invostasi Pemerintuh Daerauh selaguirurur 
dimaksud pada ayat (I) disampaiknn kepada Bupati. 

(1) Penyampaian laporuz whgin diuksud pada yat (J) 
dilakarakan wuai ktcntunn Paraturan Perundany­ 
undangan. 

l 
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baglan hcempat 
Penganggarn, Pelukswum Any»an, 

Penntuuahunn Ampy;run dan I'etamyungjawaban 
Investasi I'emerintah Daerah 

Penganggaran, pelak:ranaan anggaran, pentausahann amarar 
dan pertanggungjawaban Invcstsi lemerintah Derah 
scbagaimana dimaksud dnlam Psud 1 avwt (5) huruf e 
bet pedouu pda etentunn Peraturan Perundang undangan. 

Bagian Keli 
Divcatasi 

Pasal 7 
(1) Dalam hal Investasi Pemcrintah Dacrah dipcrkirakan rugi 

Pemerintah Daerah melakuln Divestni. 

(2) Dicatani Pemcrintah Dnernh nchnnirunn dimukeud padu 
ayat (I) berdasarkan hasil analisis Perasihat Investasi. 

(33) Divestasi sebapnimnnn diraksud pada ayat.(1) eliputi: 
a. penjualan surat berharga; dan/atau 
b. penjualan keperilikan Pemnerintah Laural. 

(4) Divestasi Pemorintah Dacrah achapnimnnn dimnkaud pndn 
ayat (I) dilnksnnnlnn sesuni ketentuan Peralurr 
Perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Pen_Awa8an 

Pac:l 28 

(1) Pengawasan Pengclolaan Investasi Temerintah Derah 
3cbaimnnn dimnknud dnlnm Pnsnl 21 uyut (5) huruf e 
dilakeanaukan oleh Pery;kat Daerah yang membidangi 
Tenguwan. 

() Pen»wan scbagaimana dimnksud pndn ayat (l) meliputi 
Pentutt den engendnlinn 

(1) Hnatl pclnknnnn engawasan sebagauirnun dinkul pul 
ayat (2), dilaporkan kepada Bupali. 

(1) Tatn car pelaksanaan lengawasan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksnakan sesuai ketentuan Pcraturan 
Perundang undangan. 

l- 
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C I nan a! 
rrunrkut Dacre} tu kcwcn 

(2 Sanks ad:rs+ram ·rhnpnrnnn dimnlrn1d pndn var tl 
mer pu' 
u pr:u±tun trrtuls, 
b pewrnha!asaan lrytatan ult, 

pe:.brkuan hrgatan unhn dnnyatau fnhn 
Fera:a:z:an Modal; atau 

d re;nu;ran kepatan ha dan/@tar 'tr 
+-:«ha dnn a:a asltns Pcnan.nan !Md 

3 Sanks adz::s:rat, sebagamana dimaksud pada at (lJ 
olrh Perankat Darrah an 

rat prrnrnntahar tdang 
'otal atau Prangkat Darrah scsut 

kcwcnanzanr.a 
a.ks; udr:n:strut! setugairnarn drakmud 
) hurut b, hurul e dun huru! :kcraxan 

lanuun trrhudap pclunggerun 
« +cud pads ever(l hurut c 

(] Pc:nrkht Der~l! bagauata daksua ;ala aya (3) 
rt!rn' n ;rrttatan prnrnann tin nrintrrnrif 

at pclang;ran yang dlakukan oleh Penanam Modal 

(6) irt·nruan [rbih lanut trngrnat proscdur dan tata cara 
prngrnurn anks! udmtntatrntif schagntman dmnksud 
pads a»at (2dtrtapi.an tupau 

Hi4\III 
ALTETUAN FERAL!MAN 

Pas»al 30 

I'enaarnaun Modal yang Irlun dlksunuan srbrlurn 
ditctpksnnya Pera:uran Dacrah ii, diystknan trap bcraku 
scpenjang tudsk bertcntngan dcngan leraturen Lactah u 

% 
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ATAS 

PE.RATURAN DAERAH AAIUFAIL AIL NG 
NOMOR TAHU 2022 

I. UMUM 

Pertumbuhsn ckonomi merupakan dh st indknor pcnnng 
perkembangan dan kernajuan Darrah yang ditunjukkan dan lrmampuan 
swtata finansial dan mcningkatnva pcndapatan perhapita masyarakat Gun 
mencapai perturbuhan ckonor, mhn Prmrrmtah Derh terus bcrupaya 
men»ah potensi dan sumber-sumber prrrkonomian Darrah termasuk dart 
kcgiatan Penanaman Modal, baik penanam modal dalam nern tu penanar 
modal asing. Pcnenurun Modal erpkan bagian dami pombangunan ckonor 
yang ditemnatkan sebag;u una untuI meningkatkan pcrumbuhan ekonor, 
meneiptakan lapsngan kerja baru, meningkatkan pcmbangunan yang 
berkclunjutun, meningkatan kapasits dan kcmajuan trknoloyi, mendukung 
pcmbangunan ekonomi kerakyatan scrta dalam rangka rrudkar 
masyarakat di Dae:eh yang sernkin sejahtera 

Pense!e:yaran Penanaman Modal scbagaimana ananat Undang­ 
Undeng omor 23 Tahun 2201+ tentang Pemcrintahan Dacrah, mrrbwnkan 
wewcnsng kcpada Pemerinth Dnernh untuk mengatur dan mengurus sendir 
uruusan perintahan rnenurut a.ts olonon den tugas pcmbarrunan, yang 
diarahkan unruk mcmpcrccpar crwujudnva keswjahterauan tusyathat du 
Taerah relali prmkatan, pwlaynan, pemberdayaan, dan pcran aktit 
mnsyarakat, set± peningkstan daya saing Dacrah dengan merperhatkar 
prinsip demokras:, pcmcratesn, kadiln, kwistiewan dan kekhususn suatu 
Daerah d e::er Negaua csatuan rpubhik Indonesian. Tujuan 
penyelcngaraan Penanaman Modal baru dapat tCrupi pable fRktr van} 
rnen@bat iklim Pcnanaman Modal dapat diatasi antnr In me!alum 
koordnsi anrar insrnsi, hirokrasi yang efiien, hepastian hukum, biaya 
ekonori yang bcrdaya sing tinggi, keamanan berunhn swrtn ikl usahta yang 
kondusif di b:dang Pcnnnnmnn Madnl 

Bedsrkan perhakan fnktar tr<rbut, diharaplan realisas: Penanaman 
Modnl meningkat yang brrdarpuh poitif tehudp pwvyekan porekanomn 
Laerah. !'emenntl put trlah tuurtpkn lwhv r,uh« bu emerintah 
Latah dlain membcika kcmudahan bagi Penanam Modal. inturnya 
Undnng Undnng Nomor 25 Tahun 2007 tent; Penanaman Moant nn 
Petaturan emenntah Nomor 4 Tahun 201 tentn Pebetin lnscntif dan 
Kemudahan Investasi di Lrrh. Pauda Tahun 2020 Pemerintah Pusat jug telah 
menetnpknn kebijakan stratri una mewujudkan kcmudahan brruahn 
melelui Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentuung Cipt erja Salah sru 
perubahan eigrifilan dari Undang-Undang tcrarbut ncdalah kerudahan dalam 
perizinan berusaha dcngan tujuun Irreptanya ekosistcm invcstasi dar 
kemudahan bersaha. Bcrdasarkan krbjakan trrsebut, makn sangat pcntng 
dun dibutuhkannya pcmbcntukan Pcrarurnn Derh trntan F'rnyelenggaraan 
Penunurun Modal, sebagai wujud konglnit penyelenggaraan urusnn 
pemerintahan bidang Penananarn Modal di Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 

Cukup Jclns 
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Pasal 
Huruta 

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas 
dalam ncgara hukum yang meletakkan hukum dam 
lctentuan pcraturan perundang undengen acbagi dasar 
dln wtip kcbijakaun dan tindakan dalam bidang 
pcnanaman modal. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas 
yang terbuka terhadap hak asyaraknt untuk memperolch 
informasi yany benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
kegiatan penanaman modal, 

Huruf c 
Yang dimuksud dengen "asas akuntabilitas adalah asas 
yang menentukan bahw setiap kcgiatan dan hasil akhir 
dari penyelenggran penananam modal harus 
dipcrtanggungjawabkan kepada masyarakal atau rakyat 
cbagai pcmcgang kcdaulatan tertinggi negara sesuai dengn 
kctentuan peraturan perunudang undnngnn. 

Huruf cd 
Yang dimaksud dengan "asas pcrlakuan yang sama dan 
tidak mcmhcdakan asal negara" adalah asas perlakuan 
pela yanan nondiskriminasi berdasaurkan ketentuan 
peraturan perundung-undengan, baik antara penanam 
modal dalam negeri dan pennnnm modnl nsing maupun 
antara pennnam modal dari satu negate <sing dun penanarn 
modal dnri nepnra asing lainny&. 

Iluruf e 
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas 
yang mendorong peran seluruh penanar rodel secure 
bersama-sama thalamn kegiatan usahanya untuk 
mewujudkan kesejahterann rakyat. 

HurulT 
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalal 
nsns yang mendasari pclaksanaan penanaman modal 
dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha 
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan 
Lurudya airy. 

luruf g 
Yang dimaksud dengun "a&as berkelanjutan" ndnlnh nans 
yang, accnr tCrCnCI Iuupuyeukau berjalnrya proses 
pembangunan mclalui ponanaman molal untuk menjamin 
kesejahteraan dan kemj1an dalam sepal nspel kehidupan, 
baik untuk rasa kini mnupun yang nknn dntnng. 

Huruf h 
Yang diraksud dengan "asas berwawasan lingkungan" 
ndnlnh nsas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 
rIIeIerhutikan dan mengutamakan perlindungan dan 
pcmcliharann lingkungan hidup. 

Hurufi 
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas 
penanamnn modnl yang dilnkukan dengan tetap 
mnengedepankan potensi bangs dan negera dengan tidak 
rnenutup diri padu masuknya modal asing demi terwujudnya 
pertumluhan ekonori. 
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luruf j 
Ynnp dimaksud derpan "nsas koscimbatgau kernjuunn dan 
ke:tun ekonomi daerah" adalah asas yang Derupuya 
mcnjaga kescimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 
kcsatuan ekonomi dacrah. 

luruf k 
Yang dimnlcsud dengau "auua kcnrifnn lokal" adalh nilai 
nilai luhur ynnp bcrlaku «d:dun Lutn lehidupan ma&ykat 
untuk antnrn lnin mclindungi dan menpclola lingkuungun 
hidup eecnrn lentnri 

Pasal 3 
Cuk:up jelas. 

Pal 
Cukup.jelas 

Pasal 5 
Cnlcup [clu. 

Psnl 6 
ya1 (1) 

Cukup Jclas. 
ayat (2) 

Huruf a 
Cukup cl&. 

Huruf b 
Cukup Jelns. 

Hurufc 
Cukup delas. 

Huruf d 
Yan? diraksud dengan "sistem informasi poten&i 
investasi Laerah" adnlnh suatu sistem inforrnasi 
berbasis web yang berfungei untuk menyediakan 
informasi mengeri potensi investasi suatu Daerah. 

ayat (3) 
Cukup Jclas. 

ayat (4) 
Cukup jclas. 

Pasal 7 
Cukup elas. 

Pasel 8 
ayat (I) 

Cukup Jelas. 
ayat. (2) 

Cukup Jelas. 
ayat (3) 

Ynp, dimaksud dengan "Perizinan Ecrush brbsis risiko 
adalah pcrizinan beruaha berdasarlan ttngknt riiku kegitur 
usaha. 

ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal I0 
Cukup jclas. 

Pasal 11 
Cukup .jclas. 

Pasal 12 
Cukup Jelas. 

Panal 13 
Cukup jclas. 
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l'a»at! I4 
Cukuplan 

Pal 15 
Cukup rla 

Pa+al 16 
Cukup Jelas 

Pa·l 17 
Culp jrla% 

Pa·al 18 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jle 

Fasal 20 
ayat (1) 

Cukup Jrlas. 
ayat (2) 

Cukup.Jelas 
ayet (3) 

huruf a 
Cukup Jelas. 

hurufb 
Cukup Jclas. 

huruf e 
Cukup Jelas. 

hurt d 
any diraksud denan "I'rnanarnan Modal van, 
Berkelanjutan" adalah Penanaman Modal yang 
dillsanahan ruara terencnt. :e:igup.ah.tu 
beralannva proses pembangunan mclnli pcnnnaman 
modal untuk mcnjmin kescjahtcran dan kernjuan 
delam scgala aspck kchidupan, baik unruk mase kini 
maupun yat akan dtan tdtngan tctap menperhtiknn 
dan menutamakan pcrlindungan dan prehharan 
ngkunnn hdup wrtn rnernperhatlnn rla rlnt 

kcanfan lokal. 
huruf ¢ 

Cukup Jcla 
hurff 

Cukup Jcl 
hurf p 

Cukup .Arla. 
ayat (+) 

Cukup Jclas 
Pasal 21 

vat (I) 
Yang diukud lrn;«n "lewenangan dalam pengcllnan 
Instasi Pemerinth Daerah" dalah kewenangan yang dimiliki 
olch Ilupat dlam prnprloluan Invr»ta I'rrerrntah Daerh 
yang dilakukan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja 
Darrah diperkirakan surplus, dan dibahas bcrsams dcngan 
LPL dulurn perbuhuwun Rancana Peratnran Daerah tentang 
Anggrn Pendapatan dan Delanja Darrah. 

nyat [2) 
Cukup jelas. 

ayat (3) 
Cukup jclns 
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avat (4) 
Cukup t lat 

yat (5) 
Cuk up rlu 

Pas.al 22 
Culp rla 

Pa+al 23 
Ayat (I) 

( ukupjrl 
Avat (2 

Yang dinaksud drnyu penanrhnt imrtw adalah irnaga 
profeinal dan indrpcndent van mcmbrn naschat Irpuda 
Pemenintah Daer.h rcngcnni pcluksanaan mnvwtnni I'rmrnntl 
Darrah 

P'al 24 
Cukup els. 

.seal25 
Cukup Jelas. 

Pal 20 
Cukup.Jelas 

P.sl 27 
Cukup elas. 

Pa8al 2 
Cu#up els. 

PAsl 29 
Cukup Jelas 

Pas.a1 30 
Cukup.Jelas 

a·al 31 
C'ukun Jcles. 

Pa<Al 32 
Cuk.up Jrlar. 

TAMBAHAN LEMBAAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Daerah ini rulai berlaku, Peraturan Pupnti 
Noor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum I'cnanaman 
Modal Kabupaten Badung Tahun 2016 22025 (Bcrita Daerah 
Kabupaten adung Tahun 2015 NOmnor 86) dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak hertentangan dcngan Peraturan Darah 
ini. 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundankn. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerirtahksun 
pcngundangan Peraturan Daereh ini dengan penempatannya 
dalarn Lembaran Daerah Kabupaten adung. 

Diundangken di Mangupura 
pada tanggal Z Pebruari 2022 

S Dr" 
' • - _! 

/ 
._I WAYAN ADI ARNAWA 

I ·? 
LEMBARAN-DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 3 
NORLG. PERATIIRAN LAKAH KAUPATEN BADUNC, PROVINSI BALI 
(3, 9/2022 ) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian H ukum 
Setda. Ka ten Badung, 

. 
008 
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